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PROVTNSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI 

PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGANJUK, 

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, 

kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil 

Pemerintah Kabupaten Nganjuk, serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri 

Dalam Negcri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana teJah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu mengatur 

Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi 

Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kabupaten Nganjuk; 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

PemerinLahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 1 Tarnbahan 

Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telRh diubah beberapa kali lerakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. 

7. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lcmbanm Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4578); 

Peraturan Pcmerinlah Nomor 53 Tahun 2010 

tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 1 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5135); 

8. Peraturan Pemerinlah Nomor 18 Tahun 20 J 6 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

9. Pernluran Pemerintah Nornor 11 Tahun 2017 tcntang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lcmbaran Negara 

Rcpublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6037); 

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang 

St.rategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan 
Kon1psi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 ctan Jangka 

Menengah Tahun 2012-2014; 

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011; 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 lentang 

Nomeklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan lnstansi Pemerintah; 

15. Pern.turan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN 

PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH 

KABUPATEN NGANJUK. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk. 

3. Bupati a.dalah Bupati Nganjuk. 

4. Perangkat Daerah 

disingkat PD adalah 

Kabupaten yang selanjuLnya. 

Perangkat Daerah Kabupaten 

Nganjuk selaku Pengguna Anggaran/PenggunR Barang. 

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara 
secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk 
menduduki jabatan pemerintahan. 

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi 

tugas, tanggungjawab1 wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi negara. 

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi 

fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik 

serta pemerintahan dan pembangunan; 

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wcwenang dan 
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hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan 

organ1sas1 yang dalam tugasnya didasarkan pada 

keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat 

mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan 

angka kredit. 

9. Tambahan Penghasilan Pegawai Ncgcri Sipil yang 

sclanjutnya disingkat TPP PNS adalah penghasilan yang 

diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan 

kinetja, motivasi, disiplin clan kesejahteraan :=:iparalur 

sesuai dengan kemrunpuan keuangan daerah. 

BAB II 
JENIS, KRITERIA PENERIMA, BESARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGA WAI NEGERI SIPIL 

Bagian Kesatu 

Jenis TPP PNS 

Pasal 2 

(1) TPP PNS diberikan kcpada PNS Pemerintah Kabupaten Nganjuk. 

(2) TPP PNS sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terdiri dari 

a. TPP PNS Beoan kerja; dan 

b. TPP PNS Kinerja 

(3) TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a diberikan berdasarkan pertimbangan tingkatan jabatan 

yang mcncerminkan tanggung jawab, kompleksitas tu gas, clan 

unsur pengelahuan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan. 

(4) TPP PNS kinerja Rebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b 

diberikan berdasarkan pertimbangan capaian kinerja Perangkat 

Daerah terdiri dari : 

a. kinerja anggaran, merupakan capaian prosentase realisasi 

penyerapan anggarru1 belanja tidak langsung dan belanja 

langsung Perangkat Daera h sesuai dengan anggaran kas; 

b. kinerja sasaran, merupakan capaian kinerja Perangkat 

Daerah tcrhadap target indikator kinerja sasaran dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah (RPJMD) 
pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati 

tahun anggaran scbelumnya; 

c. kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintahan 

(SAKIP), merupakan peringkat nilai SAKIP PD tahun 

anggaran sebelumnya ; dan 

d. kinerja laporan, merupakan ketepatan penyampaian laporan 

PD sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan, yang terdiri: 

l. bahan penyusunan Laporan Ketcrangan Pertanggung 

Jawaban (LKPJ) Bupati; 
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2. laporan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah (laptri); 

3. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semesler dan 

Prognosis; 

4. laporan Fungsional Bendahara (bulanan); 

5. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); 

6. Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan 

Anggarun (DPA) PD Anggaran Pendo.patan dan Belanja 

lJacrah (APBlJ) dan PeruuaJ1an Angganm Pc:ndapatan dun 
Belanja Daerah (P-APBD); 

7. Rencana Strategis (Rcnstra) Perangkat Daerah; 

8. Rcncana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; 

9. Laporan Kincrja Instansi Pemerintah (LKjIP); 

10. perjanjian kinerja; 

11. laporan/ input data Rencana 

(RUP / Siru p) Barang/ J asa; 

12. laporan keuangan perangkat daerah; 

Umum Pengadaan 

13. Laporan alas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(LPPD); 

14. tanggapan dan/atau tindakla11jut laporan/pcngaduan 

masyarakat dalam sistem pengelolaan Pengaduan 

Pclayanan Publik Nasional (SP4N); 

15. kelengkapan Daftar Informasi Publik (DIP) wajib dalam 

sistem informasi Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID); 

16. kecukupan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah 

(SIPD); 

1 7. kcpatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LI IKPN); dan 

18. kepatuhan lupora.n grat.ifikasi. 

e. Kinerja kehadiran a.pel, rnerupakan presentase kchadin-Jn ape! 

pada hari senin sampai dengan jumat di mc:1:.-;ing- masing 

perangkal claera h yang dinilai oleh Kepala Perangkat Daerah 

yang bersangkutan. 

Pasal 3 

Kinerja anggaran scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) 

huruf a tidak termasuk kegiatan Perangkat Daerah yang 

realisasinya tergantung pada mekanisme pembahasan dcngan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan/ a tau belanja yang 

secara teknis pelaksanaanya menjadi tugas dan fungsi PD yang lain. 
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Bagian Kedua 

Kriteria Penerima TPP PNS 

Pasal 4 

(1) TPP PNS Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (2) hun1f a diberikan kepada PNS yang terdiri dari 

kelumpok jabulan manujerial (pejahat strukturalL kelompok 

ja batan Pe1aksanu dan kelompok jabatan rungsional 

berdasarkan beban ke1ja masing-musing PNS. 

(2) Tambahan pcnghasilan sebagaimana dimaksud dalam 2 

diberikan berdasarkan bcban kerja berbasis presensi elektronik. 

(3) Tambahan penghFJf;ilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dibcrikan kcpada PNS kelompok jabatan rungsional dcngan 

ketentuan point jabatannya disesuaikan dengan kelompok 

jabatan manajerial (pejabat struktural) yang 

mempunyai kemiripan karakteristik tugas dan fungsi jabatan. 

(4) TPP PNS Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) 

huruf b diberikan berdasarkan capaian kinetja yang dengan 

bobot clan skoring sebagai berikut: 

a. kinerja anggaran bobot 30% dengan skoring: 

1. capaian sam pai dengan 81 % s / d 100% = skor 10 

2. capaian sampai dengan 61% s/d 80% = skor 7 

3. capaian sampai dengan <60% -- skor 5 

b. kincrja sasaran bobot 20%, dengan skoring ; 

1. tercapai = ::,kor 10 

2. kurang tercapai"" skor 7 

3. tidak tercapai = skor 5 

c. kinerja SAKIP bobot 25%, dengan skoring : 

1. nila1 SAKIP A s/d AA= skor 10 

2. nilai SAKIP B s / d HD - skor 8 

3. nilai SAKIP C s/d CC= skor 7 

4. nilai SAK.IP < D = skor 5 

d. kinerja laporan bobot 20%, dengan skoring: 

1. tepat waktu = skor l 0 

2. terlambat 1 s/ d 5 hari kerja - skor 8 
3. terlambc:1.L 6 s/d 15 hari kerja = skor 5 

4. terlambat lebih dari 15 hari ke1ja = skor 2 

skoring pada Tanggapan dan/ a tau tindaklanjut laporan/ 

pengaduan masyarakat dalam sistem informasi Lapor SP4N: 

1. permintaan inforrnasi dan keluhan : 

a) sampai dengan 5 hari = skor 10 

b) lebih dari 5 hari s/ d 15 hari = skor 8 

c) Jebih dari 15 hari s/d 20 hari =skor 5 

d) lebih dari 20 hari = skor 2 

2. laporan berupa pengaduan, sengketa dan pelanggaran 
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tanpa memerlukan pemeriksaan lapangan : 

a) sampai dengan 10 hari = skor 10 

b) lcbih dari 10 hari s/d 14 hari = skor 8 

c) lebih dari 14 hari s/d 20 hari =skor 5 

d) lebih dari 20 hari = skor 2 

:i. laporan ben1pa pengaduan Jan pemeriksaan lapaugan : 

a) sampai dengan 20 hari = skor 10 

b) lebih dari 20 hari s/d 40 hari = skor 8 

c) lebih dari 40 hari s/ d 60 hari =skor 5 

d) lcbih dari 60 hari = skor 2 

e. Kinerja kehadiran apel bobot 5%, dengan skoring ; 

1. KehHdiran 100% s/d 80% = skor l 0 

2. Kehadiran 79 % s/d 60% == skor 7 

3. Kehadiran 59 % s / d 40 % == skor 5 

4. Kehadiran < 40% = skor 0 

(5) Apabila PD tidak memiliki target indikator kinerja sasaran 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b yang harus 

dicapai dalam RPJMD / LKPJ Bupati, maka bobot Kinerja 

sasaran sebesar 20% ditambahkan pada Kinerja 8AKIP, 

sehingga bobot kinerja SAKTP menjadi mcnjadi 45%; 

(6) Permintaan laporan yang batas akhir penyampaiannya sebelum 

tanggal terakhir pengajuan TPP Kine1ja belum menyampaikan 

kinerja laporan, maka kinerja laporan Perangkat Daerah yang 

bersangkutan sama dengan tidak menyampaikan laporan 

(7) Data kinerja untuk perhitungan TPP Kinerja sebagaimana 

dimaksud Pasal 2 ayat (4) untuk masing-masing indikator 

bersumbcr dari PD : 

a . kinerja anggaran dari Badan Pengelola Kcuangan dan Asel 

Dacrah; 

b. kinerja sasaran dari Bappeda; 

c. kinerja SAKIP dari Inspektorat; 

d. kinerja laporan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf 

d dari PD yang menangani pelapuran dimaksud; 

e. kinc1ja kehadlran apel dari masing-masing PD; 

f. LHKPN dari Badan Kepegawaian Daerah; dan 
g. Laporan gratifikasi dari Inspektorat. 

(8) Penghitungan pemberian TPP berdasarkan kinerja dilakukan 

dengan menggunakan Sistem Informasi TPP Kinerja. 

(9) Apabila dalam penghitungan TPP Kinerja dengan Sistem 

Informasi TPP Kinerja terjadi Kendala dapat dilakukan 

penghitungan secara manual. 
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Pasal 5 

TPP PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak 

diberikan Kepada: 

a. Calon PNS; 

b. PNS yang bekerja scbagai : 

1. guru yang mcngajar di sckolah-sekolah dari tingkal 

Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Pertama, alau yang sederajat, 

pamong belajar, pengawas sekolah clan pcnilik sekolah;dan 

2. pegawai pada Rumah Sakit Umum Dacrah dan Pusat 

Kcschatan Masyarakat/Puskc::smas Pcmbantu. 

c. PNS Kabupaten yang diperbantukan di instansi diluar 

Pemerintah Kabupaten kecuali Instansi yang ditempati belum 

ada tambahan penghasilan.; 

d. PNS yang sedang menjalani: 

1. cuti besar, c:uti di luar Langgungan Negara, cu.ti 

melahirkan anak yang keliga dan seterusnya; 

2. cuti karena sakil dengan surat keterangan dokter lebih 

dari 6 (enam) bu.Ian; 

3. cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kcrja; 

4. cuti alasan penting lebih dari 12 (du.a belas) hari kcrja; 

5. tugas belajar, kursus/ diklat selama 1 (salu) bulan atau 

lebih; dan/atau 

6. masa persiapan pensiun. 

e. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri; 

f. PNS yang sedang menjabat Kepala Desa atau Perangkat 

Desa; 

g. PNS yang tidak aktif bekerja karena bebas tu.gas; 

h. PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin: 

1. hukuman disiplin ringan, tidak mendapatkan TPP PNS 

selama 1 (satu) bulan terhitung mulai bulan berikutnya 

sejak ditetapkannya hukuman disiplin; 

2. hukuman disiplin sedang, tidak mendapatkan TPP PNS 

selama 2 (dua) bulan lerhitung mulai bulan berikutnya 

sejak ditelapkannya hukuman disiplin;dan 

3. hukuman disiplin berat, tidak mendapatkan TPP PNS 

selama 4 (empat) bulan terhitung mulai bulan berikutnya 

sejak ditctapkannya hukuman disiplin. 

1. PNS yang tidak masuk kerja lebih dari 3 (tiga) hari dalam 

1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah. 
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Bagian Ketiga 

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai 

Pasal 6 

(1) Besaran TPP PNS beban kerja untuk Kelompok Jabatan 

pcrbulan sebagaimana tercantum dalam lampiran T A yang 

mcn1pakan bagi~n tidAk terpisahkan dari Perat.uran Bupati 
' . 
HU, 

(2) Besaran TPP PNS kinerja untuk kelompok jabatan, grade, poin 
harga jabatan perbulan sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
PROSEDUR PEMBERlAN TAMBAHAN PENGHASILAN 

Pasal 7 

(1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang dilerirna 

PNS dipengaruhi oleh skor kehadiran pegawai. 

(2) Skur kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

untuk tambahan Penghasilan bcrdasarkan beban kerja 

ditentukan berdasarkan indikator kehadiran pegawai, yang 

meliputi. 
a. keterlambatan rnasuk kerja; 

b. kepulangan mendahului jam kerja; 

c. ketidakhadiran kerja karena cuti; dan 

d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti. 

(3) Skor kehadiran pegawm setiap bulan dicetak melalui 

Sistem Informasi Ma.najemen Kinerja Kehadiran Pegawai alau 

perangkat kehadiran elektronik/mesin absensi eleklronik 

rlengan menggunakan barcode/ finger/ wajah/retina; 

(4) Dulum melakukan perhitungan skor kehadiran pegawai 

untuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 

untuk dinas luar, antara lain mengikuti diklal, melaksanakan 

perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan 

dinas luar daerah/ negeri dan melaksanakan kedinasan 

lainnya, dihilung sebagai had masuk kcrja. 

Pasal 8 

(1) Metode penghitungan skor kehadiran pegawai sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut: 

a. Indikator kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, dihitung dengan rumus sebagai 
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berikut: 

1. terlambat sampai dengan 5 (lima) menit dan tetap 

mengikuti apel pagi tidak dikenakan pemotongan/ 

pengurangan; 

2. terlambat lebih dari 5 (lima) menit sampai dengan 15 

(lima belas) menit: 

Skor 1 = 100-(2 x jumlah hari keterlambatan); 

3. terlambat lebih dari 15 (lima belas) menit sampai dcngan 

1 (satu) jam: 

Skar 2 = 100-(2,5 x jumlah hari keterlambatan); 

4. terlambal lebih dari 1 (salu) jam sampai dengan. 2 (dua) 

Jam: 
Skor 3 = 100-(3 x jumlah hari keterlambatan); 

5. tcrlambat lcbih dari 2 (dua) jam sampai dcngan 3 (tiga) . 
JHm: 

Skor 4 = 100-(3,5 x jumlah hari keterlambatan); clan 

6. terlambat lebih dari 3 (tiga) jam pertama: 

Skor 5 = 100-(4 x jumlah hari keterlambatan) 

b. lndikator kehacliran pegawai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

1. pulang mendahului jam kerja sampai dengan 15 

(lima belas) menit sebelum berakhirnya jam kerja: 

Skor 6=100-(0,5 x jumlHh hari pulang mendahului jam 

kerja); 

2. pulang mcndahului jam kerja lebih dari 15 (lima 

belas) menit sampai dengan 1 (satu) jam sebelum 

berakhirnya jam kerja: 

Skor 7=100-(1 x jumlah had pulang mendahului jam 

kerja); 

3. pulang mendahului jam kerja lebih dari 1 (satu) jam 

sampai dengan 2 (dua) jam scbclum berakhirnya jam 

kerja: 

Skar 8= 100-(2 x jumlah hari pulang mendahului Jam 

ker:ia); 
4. pulang mcndahului jam kerja lebih dari 2 (dua) Jam 

sampa.1 dengan 3 (tiga) jam sebelum bcrakhirnya jam 

kerja: 
Skor 9=100-(3 x jumlah hari pulang mendahului jam 

kerja);dan 

5. pulang mendahului Jam kerja lebih dari 3 (tiga) Jam 

sebelum berakhirnya jam kerja : 
Skor 10=100 - (4 xjumlah hari pulang mendahuluijam 

kerja). 
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c . Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf c, dengan rumus sebagai berikut : 

1. tidak hadir karena cuti sakit dengan dilarnpiri Surat 

Keterangan Sakit dari Dokter: 

Skor 11 = 100 - (0,5 x jumlah hari ketidakhadiran); dan 

2. tidak hadir karena cuti besar, cuti karena alasan 

pen ting dan cu ti bersalin : 

Skor 12 "" 100 - (3 x j1.unlah hari ketidakhnriir;-m) 

u. Indikator sebagaimana dimaksud dalam Paso.I 7 :1y:1t (2) 

huruf d dengan rumus sebagai berikut ; 

1. lidak hadir tanpa ketenmgun yang sah: 

Skor 13= 100 - (4,4 dibagi jumlah hari kerja x 100 

x jumlah hari ketidakhr1diran); clan 

2. tidak hadir dengan liin karena sakit: 

Skor 14 = 100 - (3,5 x jumlah hari kelidakhadiran) 

(2) Tot.al skor kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 

ayat (3) dirumuskan sebagai berikut : 

(3) 

Total Skor kehadiran = l 00- { 1400 - (Skor 1 + Skor 2 + Skor 

3 + Skor 4 + Skor 5 + Skor 6 + Skor 

7 + Skor 8 + Skor 9 + Skor 1 0 + 

Skor 11 +Skor 12 +skor 13 + 

Skor 14)} 

Apabila hasil penjumlahan Skor 1 sampai dengan skor 

14 scbagamann climaksud pada ayat (2) sama dengan 1.~00 

atc:1.u kurang, maka skor kehadiran pegawai yang 

bersangkutan sama dengan O (nol). 

(4) Indikator perhitungan kinerja sebagai berikut: 

a. kincrja anggaran : 

1. skor 10 = 1 x harga point jabatan x 30°/i,; 

2. skor 7 = 0, 7 x harga point jab~tan x 30%; dan 

3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 30%. 

b. kinerja sasaran: 

] . skor 10 = 1 x harga point jabatan x 20%; 
2. skor 7 = 0,7 x harga point jabatan x 20%; dan 

3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 20%. 

c. kincrja SAKIP: 

1. skor 10 = 1 x harga pointjabatan x 25%; 
2. skor 8 = 0,8 x harga pointjabatan x 25%; 

3. skor 6 = 0,6 x harga point jabatan x 25%; dan 

4. skor 5 == 0,5 x harga point jabatan x 25%. 

d. kinerja laporan : 

1. skor 10 = 1 x harga pointjabatan x 20%; 

2. skor 8 = 0,8 x harga point jabatan x 20%; dan 

3. skor 5 == 0,5 x harga point jabatan x 20%. 
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e. kinerja kehadiran apel : 

1. skor 10 = 1 x harga pointjabatan x 5%; 

2. skor 7 = 0,7 x harga pointjabatan x 5%; 

3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 5%; dan 

4. skor O = 0 x harga pointjabatan x S%. 

(5) TPP Kine1ja lerkait kinerju sasaran dun kincrja SAKTP 

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) huruf b dan huruf c 

diberikan 1 (satu) t.ribulun dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

(6) TPP Kinerju terkait kinerjo. sasaran dan kinr.rja SAKIP cliajuk8n 

pcm bayarannya pada tribulan ketika LKPJ Bupati Tahun 

Anggaran sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD dan 

nilai SAKlP Perengkat Daerah Tahun Anggaran sebelumnya 

telah diletapkan. 

(7) lndikat.or perhitungan kinerja pada tribulan yang tidak 

mencantumkan kinerja sasaran dan kinerja SAKIP sebagai 

berikut: 

a. kinerja anggaran : 

1. skor l O = 1 x harga point jabatan x 50%; 

2. skor 7 = 0,7 x harga pointjabatan x 50%; dan 

3. skor 5 = 0,5 x harga pointjabatan x 50%. 

b. kinerja laporan : 

1. skor 10 = 1 x harga pointjabatan x 45%; 

2. skor 8 = 0,8 x harga point jabat.an x 45%; dan 

3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 45%. 

c. kinerja kehadiran apel : 

1. skor 10;;;;; 1 x harga pointjabatan x 5%; 

2. skor 7 = 0,7 x harga pointjabatan x 5%; 

3. skor 5 = 0,5 x harga point jabatan x 5%; dan 

4. skor O = 0 x harga point jabatan x 5% . 

Pasal 9 

(1) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dimak.sud dalarn 

PasaJ 7 ayat (2) huruf a tidak termasuk keterlambatan sampai 

dengan 60 menit bagi PNS yang sehari sebelumnya 

melaksanakan tugas dinas lebih dari pukul 20.00. 

(2) Keterlambatan masuk kerja sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (2) 

huruf a tidak termasuk keterlambatan pada pegawai yang 

melaksanakan tugas dinas lebih dari pukul 23.00 termasuk 

kategori melaksanak.an tugas dinas dan dianggap masuk tepat 

waktu untuk hari berikutnya. 

(3) Kctidakhadiran kerja karcna cuti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf c tidak tennasuk ketidakhadiran kerja 

karena cuti tahunan. 

(4) Tidak hadir kerja tanpa keterangan yang sah sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c adalah tidak 

masuk kerja selain izin karena sakit paling lama 1 (satu) hari 

dengan tidak dilengkapi surat cuti, atau mengajukan cuti 

namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan. 

(5) Surat izin karena sakit paling lama 1 (satu) hari. 

(6) Ketidakhadiran ketja karena selain cuti scbagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d tidak termasuk lidak hadir kerja 

karena alasa.n sakit yang dibuktikan dcngan Surat Keterangan 

Doktcr. 

(7) Perhitungan skoring kinerju laporan yang lebih dari 1 (satu) 

laporan = (skor Laporan 1 +skor laporan 2+ .... skor laporan X)/X. 

Pasal 10 

Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kcrja, dihitung 

dengan n1mus sehHgai berikut : 

TPP PNS = (Total Skor kehadiran/ 100) x besaran TPP PNS 

Kelompok Jabatan. 

Pasal 11 · 

(1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja per tribulan 

untuk tribulan yang menca.11.tumkan kinerja sasaran dan kinerja 

SAK.IP, dihilung dengan rumus sebagai berikut : 

TPP PNS kinerja = {(30% x kinerja anggaran + 20% x kinerja 

sasaran + 25% x kinerja SAKIP + 20 % x 

Kinerja laporan + 5% x kinerja kehadiran 

apel) x harga Point Jabatan x 3 bulan}. 

(2) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kincrja per tribulan 

untuk tribulan yang tidak mencantumkan kinerja sasaran clan 

kinerja SAKIP, sebagai berikut: 

TPP PNS kincrja = {(50% x kinerja anggaran + 45 % x kine:r:ja 

laporan + 5% X kinerja kehadiran ape] ) x 

Harga Point Jabatan x 3 bulan}. 

Pasal 12 

(1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, setiap Perangkat Daerah/Unit 

Kcrja menyiapkan clan mengoperasikan mesin prescnsi 

elektronik. 

(2) Bagi PNS yang berkerja dengan jam kerja khusus dan 

belum tersedia mesin presensi 

presensi clan penghitungan skor 

dilaksanakan secara manual. 

elektronik, pelaksanaan 

kehacliran pegawai, dapat 

(3) PNS yang berkerja dengan jam kerja khusus sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) adalah PNS yang bekerja dengan jam 
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kerja diluar ketentuan 5 (lima) hari kerja atau memiliki jadwal 
tertentu sesuai bidang tugasnya. 

(4) Bagi PNS yang lupa melaksanakan absensi elektronik dapat 

membuat pernyataan lupa absensi dengan keterangan lupa input 

(LI) pada sistem informasi absensi elektronik. 

(5) Pcrnyataan lupa absensi sebagaimana climak~u<l ayat (4) dapat 

dilakukan paling banyak 3 (tig~) lrnl1 dalmn 1 (satu) b1.1lan dan 

hanya dapat dilakukun untuk lupa absen. 1 (sutu) kali abscnsi 

dalam I ( satu) hari. 

(6) Bagi PNS yang Melaksanakan Tugas Dinas (MTD) rlapal mcmbuat 

pernyataan MTD yang hanya dapat dilakukan untuk absensi 1 

( satu) kali dalam ( 1) satu hari. 

(7) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan Dinas Dalnm da.erah 

(DD) dapat membuat pernyataan DD yang hanya dapal dilakukan 

untuk absensi 1 (satu) kali dalam l (satu) hari. 

(8) Bagi PNS Kabupaten yang diperbantukan di instansi 

diluar Pemerinlah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 huruf c, pelaksanaan prcscnsi dan penghitungan skor 

kchadiran pegawai, dapat dilaksanakan secara manual. 

(9) Apabila dalam melaksanakan Sistem Informasi Manajemen 

Kinerja Kehadiran Pegawai dengan menggunakan mesm 

presens1 elektronik terjadi kendala/ lidak dapat 

dioperasionalkan karena error sistem/ error perangkat a tau 

karena listrik mati maka melode penghitungan skor kehadiran 

pegawai, dapat dilaksanakan secara manual. 

BAB IV 

TATA CARA PENGANGGAR/\N DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN 

PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Pasal 13 

(1) TPP PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Nganjuk. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 

dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Dacrah (DPA -SKPD) berkenaan. 
(3) Terhadap PNS yang mengalami mulasi ke PO lain, maka 

pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibebankan pada 

PD tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan 

ketersediaan anggaran pada PD dimaksud. 

(4) Apabila pada PD tempat bertugas yang baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau tidak cukup 

tersedia anggaran, maka pemberian tambahan penghasilan 

dibebankan pada PD tempat bcrtugas yang lama sarnpai 
tersedianya alokasi anggaran di PD ternpat bertugas yang 



• 

• 

baru. 
(5) Tambahan penghasilan terhadap PNS dari instansi lain 

yang mengalami mutasi masuk ke PD Pemerintah Daerah, 

dilakukan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan 

tugas dan dibuktikan dengan Surat Perintah Melaksanakan 

'l'ugas. 

(n) Apabila pada PD tcmpat bertugas yang baru sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran maka 

pemberian Lambahan pcnghasilan dilakukan setelah 

tersedianya alokasi anggaran di PD tempat bertugas yang baru. 

Pasal 14 

(1) Terhadap PNS yang diperbantukan diluar instansi pemerintah 

kabupaten dan instansi yang ditempati belum ada tambahan 

pcnghasilan, maka TPP PNS Beban Kerja atas penugasan 
tersebut masih melekat pada PD tcmpat asal yang 

bersangkutan . 

(2) Tambahan penghasilan bagi PNS yang ctiperbi-m Lukan diluar 

instansi Pcmerintah Kabupaten berupa TPP PNS beban kerja atau 

point jabatan. 

Pasal 15 

(1) Sural Permintaan Pembayaran atau surat perintah membayar 

langsung TPP PNS Beban Kerja diaju.k-ff1 nleh PD ke Badan 
Pengdola Keuangan clan Aset Dacrah paling lambat tanggal dua 

puluh bulan berikutnya, dilengkapi dengan: 

a. laporan Monitoring Presensi Pegawai; 

b. laporan Monitoring Skor Prestasi Kehadiran Pegawai 

c. daftar penerimaa.n TPP PNS Beban Kcrja; 

d. rekapitulasi perhitungan TPP PNS; 

e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 

f. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan 

g. dokumen pendukung keterangan tidak hadir pegawai 

berupa : surat izin sakit/keterangan dokter, Surat 

Perintah/Tugas, Surat ljin Cuti, Undangan Ra.pat, disposisi 

clan lain-lain. 
(2) Apabila tanggal dua puluh bertepatan dengan hari libur, 

termasuk hari Sabtu maupun hari libur nasional, pengajuan 
Surat Perintah Membayar dilakukan pada hari kerja 

sebelumnya. 
(3) Surat Permintaan Pembayaran atau surat perintah membayar 

langsung TPP PNS Kinerja diajukan oleh PD ke Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setiap tribulan, paling 

lambat tanggal dua puluh pada 1 (satu) bulan berikutnya 

setelah akhir tribulun, dilengkapi dengan: 
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a. monitoring Skor Kinerja TPP PNS Kinerja; 

b. penerimaan TPP PNS Kinerja; 

c. rekapitulasi perhitungan TPP PNS; 

d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; 

e. surat Setoran Pajak PPh Pasal 21; dan 

f. dokumen pencJukung. 

(4) Apabila tanggal dua puluh pada 1 bulan berikutnya setelah 

akhir tri bula n herlepatan dcngan hari ti bur, termasuk hari 

Sabtu maupun hari libur nasional, pengajuan Surat Perintah 

Membayar dilakukan pada hari kerja sebelumnya. 

(5) Apabila pengajuan TPP PNS sebagaimana tersebut pada ayat 

(1) dan ayat (3) melebihi batas tanggal pengajuan, maka 

Surat Perintah Membayar tidak dapat diproses sehingga TPP 

PNS tidak dapat diterimakan. 

(6) Pemhayaran TPP PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

da.n ayat (3) dapat clibayarkan melalui rckcning bend1E1.hara 

pengeluaran atau rckening masing-masing penerima TPP PNS. 

(7) Format Laporan monitoring Presensi Pegawai sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a tcrcantum dalam Lampira.n 

II Peraturan Bupati ini. 

(8) Format Laporan Monitoring Skor Prestasi Kehadiran Pegawai 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum 

dalam Lampiran III Peraturan Bupali ini. 

(9) Format Daftar Penerimaan TPP PNS Behan Kcrja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagairnana tercantum 

dalam Lampiran IV Pcratun:m Bupati ini. 

(lO)Format Monitoring Skor Kinerja TPP PNS Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebaga.imana 

tercantum dalam Lampiran VA, V B clan V C Peraturan 

Bupali ini; 

(1 l)Formal Da.ftar Penerimaa.n TPP PNS Kinerja scbagaimana 

dimaksud Pada ayal (3) huruf b sebagaimana tercanlum 

dalai11 Lampiran VI A, VI B dan VI C Peraturan I3upati ini; 

(12)Format Rekapitulasi perhitungan TPP PNS sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1) huruf d dan ayat (3) huruf c 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan 

Bupati ini. 

(13)Format Sural Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (3) huruf d sebagaimana 

tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini. 
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BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 16 

( 1) TPP PNS dikenakan pajak penghasilan 

ketentuan peraturan perundang~undangan. 
sesuru dengan 

(2) Bagi PNS pada Perangkat Daerah pemungut pajak dan retribusi 

yang mendapatkan insentif Pemungutan pajak daerah dan 

retribusi daerah harus memilih salah satu o.nta.ra TPP PNS atau 

insentif pemungut.an pajak daerah dan rctribusi daerah. 

(3) Bagi PNS yang mendapatkan tunjangan persandian harus 

memilih salah satu antara TPP PNS atau lunjangan persandian. 

(4) Bagi PNS yang meninggal dunia atau diberhentikan sementara 

tetap diberikan TPP PNS penuh pada bulan berkenaan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati m1 mulai berlaku, maka 

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 53 Tahun 2018 tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah 

Kabupaten Nganjuk (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 

2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengelahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 

Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 28 Pebruari 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

ttd 
Ir. AGOES SOEBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

Ditetapkan di Nganjuk 

pada tanggal 25 Pebruari 2019 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 8 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP B · AN HUKUM 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 
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LAMPIRAN I A 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPTL PEMERINTAH 

KABUPATEN NGANJUK 

NO. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

BESARAN TPP BEBAN KERJA 

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK 

Jabatan 

2 

Eselon II a 

Eselon II b 

Eselon III a 

Eselon III b 

Eselon IV a 

Eselon IV b 
- ·- '" 

Fungsional tingkat keahlian : 

a. Perencana, Peneliti dan Statistik : 

- Utama 

- Madya 

- Muda 

- Pertama 
~ 

b. Auditor, Pengawas Penyelenggaraan 

Urusan Pernerintahan di Daerah: 
- Utama 

" Madya 
- Muehl 

- Pertama 

- Terampil 

Pelaksana dan fungsional selain pada 

nomor 7 

Pelaksana pelayanan administrasi Bupati, 

Wakil Bupati, Sekretaris Daerah: 

Ajudan dan Sekretaris Pribadi 

TPP Behan kerja /Bulan 

(Rp) 

3 

7.100.000 

5.700.000 

3.800.000 

3.200.000 

2.200.000 

1.500.000 

2.100.000 

1.800.000 

1.600.000 

1.400.000 

2.100.000 

1.800.000 

1.f>00.000 

1.400.000 

1.250.000 

1.100.000 

1.400.000 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

Salinan sesuai dengan aslinya 
NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

KEP B N HUKUM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 
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LAMPIRAN I B 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH 

KABUPATEN NGANJUK 

No. 

A. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

C. 
1. 

2. 

PENETAPAN GRADE, POINT DAN POINT HARGA JABATAN TPP PNS KINERJA 

KABUPATEN NGANJUK 

-- -
Jabatan Gr TPP Kinerja 

adc / bulan 

(Rp) 

1 2 3 

Struktural 

Sekda 15c 7.500.000 

Asisten, Kepala Dinas/Badan cluster 1, Inspektur 14c 5.500.000 

Kepala Dinas / Badan cluster 2, Staf Ahli 13c 4.750.000 

Sekretaris IJadan/Dinas cluster 1, Irban, Camat tipe A, 12c 3.000.000 

Kabag, Kepala Kantor 

Sekretaris Badan/Dinas cluster 2, Cam.at tipe B 12c 2.750.000 

Kabid Badan/Dinas cluster 1 llc 2.500.000 

Kabid Badan/Dinas cluster 2, Sekcam tipe A llc 2.250.000 

Kasubbag/Kasi/Kasubbid cluster 1/Sekcam tipe B, Lurah 9a 1.600.000 

Kasubbag/Kasi/Kasubbid cluster 2/ Ka. UPTD tipe A Be 1.400.000 

Seklur, Kasi Lurah, Kasubbag TU UPTD/Ka. UPTD tipe B 8a 1.250.000 

Fungsional 

TK Ahli 1 (Utama) 13c 1.900.000 

TK Ahli 2 (U tama) 13c 1.800.000 

TK Ahli 1 (Madya) llc 1.400.000 

TK Ahli 2 (Madya) 1 lb 1.350.000 

TK Ahli 1 (M uda) 9a 1.000.000 

TK Ahli 2 (Muda) 8c 950.000 

TK Ahli 1 (Pertama) 8c 900.000 

TK Ahli 2 (Pertama) Be 850.000 

TK Tera.mpil 1 (Penyelia) 8c 800.000 

TK Terampil 2 (Mahir) 7c 750.000 

TK Terampil 3 (Terampil) 6b 600.000 

TK Terampil 4 (Pemula) 5b 500.000 

Pelaksana 
Pelaksana 1 7c 950.000 

Pelaksana 2 7b 650.000 
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Keterangan : 

1. Pejabat Struktural 

Cluster I : Bappeda, BPKAD, Asisten, dan Inspektorat 

Cluster II : Selain Perangkat Daerah Cluster 1 

2 . Fungsional 

Cluster I : Bappecla, BPKAD, Asisten, clan Inspektorat 

Cluster II : Sclain Perangkat Daerah Cluster 1 

3 . Staf Pelaksana 

Cluster I : Bappeda,BPKAD, clan staf un~ur pduyana.n pimpinan (Ajudan clan 

Sekrelaris Pribacli) 

Cluster IT : Selain Perangkat Daerah Cluster 1 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA GI HUKUM 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 

BUPATI NGANJUK, 

ttcl 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRAN II 
PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NO MOR 8 TAHU N 20 19 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

LAPORAN MONITORING PRESENSI PEGAWAI 

PD 

BULAN DE SEMBER 
TAHUN - 2019 

TANGGAL 
J,I() 

s 7 8 9 LO II l2 LS lf I T 18 19 :10 21 25 26 27 28 29 3~ 31 

- i---- ·••-4----1--- ,_ 

SU,ICWO 06.'-< - 06.45 06.<4<: - 06 <5 06.4!> 06 45 06.40 06.45 06.40 06 45 06.45 06.40 06.40 06.40 06.40 06 45 06 40 
L.. _ _ ~ NIP l~-:6Ll28:200604 1013 ~~:= =._==:-_-1......._---+--+--'1:..:.s.."'oo'I- - - ·- .._,. - 15.00- ·- L~S.00---,1---15.-·oo-..:."i.=5.00~~L5_:.oo:.....J .. - - - L'----...l ... ;___:~L=s;:;:.~oo~~::::::..::-/1_:L=-5.:::::00i~l=-~1=5.~00~~ ~l'-5~.o:..:.o'-~~-=--l..: -= ,:1;_-5.00- __ JS~.oo.,...,.J..-']CCC5.00~ J--'-,L5"".oo,,...+-,-l-=-5 oo=-I-· - --· 

,)i.au ( ~1~) TK DL Tl( 

G!l'.l'OT 3UNAJITO 06.40 - 06,40 06.'IS 06 41 06.45 06.◄ S. 06.◄5 ~-~~- 06.45 oo.~s 
2 NIP : l !l!iXJ2ll98lCWl02 1500 15.00 -rs.co 15 0( ' - 1500 15.-00 -

]5 .00 15.00 15.00 -- --- ,_ ---·s ·-Perr.bi~(N/at .___ __ 
·- '-

DL 1'K DL - --·- - · 

.C."'-c·--&....::.:::~ 1-=06;:..,4,;_~- 06.40 1 __ ..,._~~ _ ~ 06.45 06,40 _oo,_.4-5'---f----- --f 
--'--..L...C.:.c___.__1S_o_o_,_1s.oo ___ ,_ __ _ Ls.oo ts.co 1s.oo 1s.oo......__...__ 

- - - .J---+• - -- 2::.._ ·-----1--~--l--- 1-t---••--

1----+------- - - 1---1--il-•- ·-- t-- +-- +-- -l- ~~-+-- +--- --1--- --1,--- +----+- -I- - L.... - ---·"-- -+-- -l--+---+-- +--- f-- --1-- -,t.--+-- -+-- --t--·- - · 
~-3 - ·- -- - - l - --t---t~-.l--+---1- -1-·-- "'---11----1--- -4--1 - L.....,_ · ·- --- L--------L---4-- --1----1--4--- - - ~--

TX . Tanpai::,_.,. 

s - Salm 

K - KUJT.1& 

DL . Dinaal.uM 
:> lliklEt 

TB l'upa&lliar 
CB . Cu.de.-
CLTN • CLTI! 

CM • Cuti Welebirk.a:n 

cs • Cuti. Said: 

CAP • C...ti Aluon P,,,,,ling 

Salinan sesu ai dengan aslinya 
KEPA BA AN HUKUM 

RNATIAS SH MM 
Pembina Tingkat I 
NIP. 1961 07 199403 1 005 

~etahul, 

XepalaPD 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRAN III 
PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 8 TAHUN 2019 
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAl NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

PD 
BULAN 
TAHUN 

LAPORAN MONITORING SKOR PRESTASI KEHADIRAN PEGAWAI 
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 
DES&MBER 
20 19 

~ llAW. SICORl 

~ 

SWONO C 
l NIP , l !l7Sl=C>l60,ll OI J 

Jur.A ( (/oJ 

GA.TOT B:J ',Rl'O 0 
~ HIP : l96X l l l 1981C3JXQ 

Pembina' r:1a) 

SUMARDI 0 
3 NIP 19691:0L:2Clm1 1C30 _,,, ..... 

HE!<U CAfl"fO!:C 0 

• NIP 197'>."E;i3201001 IC03 
.-.r.gar.,,,...cJa (:1/a / 

8l(OR3• 

SKOR4• 

SKCR.5• 

SKOR6• 

Tena!Dbat lc:un na; d:cl J!li ma:.u 

T.-mbr.151e.a:..k.um_.: l;&.m 

T_...::11ba-: I i&mums:-M21'JII 

Tc:rla:llba : 2J,811'\~•3)&111 

1'a'la2llw: :etru:1 clai 3 j wn. 

Put.111,: lablh D'lll LS :ll~0 : 

SKCR7• Pullall leta.', .:S.: 1.\ :zr.h Ma:J)l.i I 

Jorn 

~nBKORTPP: 

91..0~ 

LOO 

LOO 

100 

l OC 

SKOR ~ 3XOR 3 

IHARJ 9J(X)R lr-ARl SKOP. 

0 ,oo 0 100 

0 100 0 100 

0 100 0 JOO 

0 11>1 0 100 

SK0R 4 83.0BS 9KOR6 SKOJt 7 8:COR S 

i;HARI SXOR IBARJ SXOI< DiAR! SK:JR !Jl.'.Rl Sll:OP. i;IIARI SJ(X)R 

0 100 0 l OC , J<~ 0 100 l LOO 

0 100 0 10< 0 1(,0 0 100 l LOO 

0 LOO , IC< 0 100 0 100 C 100 

0 LOO 0 lC< 0 l OO 0 100 C JOO 

S.KQll.8 • Pw.!ie ~ .h lrHl l )uaa.ampalJJun 

Sl<OR.9 • P.Mnt ll:Wl rrwl.l:.tanMUnpal3Jl.m 

SKORIO • ~1li:W. 11W&J ~ )c:JMJ1u leblll 

SKOR. 11 • Q;tJ ~ swwt ~ d:llcler 

8KOR 13 • TAlllt:Mdlr- t1111pa lac~ 

9?X • 100- ( l"00 • (SWR 1 + S&Oll 2 • Slroli 3 + SKOR ~ + SKOR 5 + SKO R 6 + SKOR 7 + S KOR 8 + SfroR9 + SICOP.1 O • SKOR ll • Sli:OR 12 + S!roR 13 + SKOR ll l I 
TPP !Total SIWR ~ / 100) x l'unja:,aan l(elu Ja.batan 
•J Apabi1a Total SKO.~ 1 sampai I4dibawah 1300 maka Total SKOR kluldlran dianggap 0 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPA B IAN HUKUM 

SXOR9 8IOO!! lO 

p!ARI SICM pi.~ s:BOR 

0 l OC C 100 

0 IOC 0 100 

0 1::,0 ~ 100 

0 LOO ) coo 

BKOR ll 

IHARJ SKOR 

C 100 

0 LOO 

0 LOO 

0 100 

Sl'.QR l~ 

:;:)'.IJ!I SKOi! 

0 JOO 

0 100 

0 100 

C LOO 

SKOR 13 ~KORl.4- SPIC 

:i;t!ARI SKOR IHAAI s ►:o~ 

~ L -340 0 100 !16 

~J -310 I 0 100 !16 

~l -340 0 JOO 06 

~I -340 0 100 !16 

Mengetahu l, 

Kepwa PD 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRAN IV 

PERATU RAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TA.M:BAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

DAFTAR PENERIMAAN TPP PNS BEBAN KERJA 

PD 

BULAN 

No. Nama 

1 2 

NIP Golongan 
Jab a tan/ Eselon 

/ Staf 

3 4 5 

Bendahara Pengelu aran 

Nama Terang 

IP 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEP. B IAN HUKUM 

IAS SH MM 

a Tingkat I 

NIP. 1966 1107 199403 1 005 

Total Skor BESARAN 
kehadiran/ 100 TPP 

6 7 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran 

ttd 

Nama Terang 
NlP 

Penerimaan 

TPP 

8 

Potongan Penerimaan 

PPh 21 Bersih 

9 10 

Pembuat Daftar Gaji 

Nama Terang 
NIP 

Tanda Tangan 

Penerima 

11 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRANVA 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERI TAHAN KABUPATEN NGANJUK 

MON1TORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ........... TAHUN ANGGARAN ..... . 

DI~AS/BADAN ............. . 

Skor Kinerja Anggaran Skor Kinerja Sasaran Skor Kinerja SAKIP Skor Kinerja Laporan Skor Kehadiran Apel 

(30%) (20%} (25%) (20%} (5%) 

Capaian Skor Capaian Skor Capaian Skar Capaian Skor Capaian Skor 
I 
I 

I 
' 

BUPATI NGANJUK, 

Salinan sesuai dengan aslinya 
NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

KEP BAG N HUKUM 

ELL 

Pembina Tingkat l 

NIP. 19661107 199403 i os 



LAMPIRAN VB 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8TAHUN 2019 

TENTANGTAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

MONITORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ........... TAHUN ANGGARAN . .... . 

KECAMATAN ............. . 

Skor Kinerja Anggaran Skor Kinerja SAKIP 

(30%) (45%) 

Capaian Skor Capaian 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPA~,Lll,:G HUKUM 

ELLY SHMM 

Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 • 

Skar 

Skar Kinerja Laporan (20%) 

Capaian Skor 

Skor Kehadiran Apel 

Capaian 

(5%) 

Skar 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRANVC 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERl SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

MONITORING SKOR KINERJA TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ........... TAHUN ANGGARAN ..... . 

DINAS/BADAN ............. . 

Skar Kinerja Anggaran (50%) Skor Kinerja Laporan (45%) 

Capaian Skor Capaian Skor 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEP GI HUKUM 

Pembina Tingkat I 
NIP. 19661107 199403 1 005 • 

Skor Kehadiran Apel 

Capaian 

(5%) 

Skor 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYA.T 



LAMPIRAN VI A 

PERATURANBUPATINGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

DINAS .. /BADAN ... 

No 

1 

Nam.a/ Jabat an Harga 

NIP/ Point 

Gol. Jabatan 

(Rp) 

2 3 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPA BAG N HUKUM 

SHMM 

Tingkat I 
N[P. 19661107 199403 1 005 

Kinerja 

Anggaran 

5 

• 

PENERIMAAN TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ..... TAHUN ANGGARAN ..... . 

Kinerja Kinerja Kinerja Kinerj a 

Sasaran SAKIP Laporan Kehadiran 

Apel 

6 7 8 9 

Penerimaan TPP x 

3 bulan 

(4x5)+(4x6)+(4x7) 

+(4x8) +(4x9) 

10 

PPH Penerimaan 

bersih 

(Rp) 

(10-11) 

11 12 

BUPATI NGANJUK, 
ttd 

Tanda 

Tangan 

13 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRAN VI B 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

PENERIMAAN TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ..... TAHUN ANGGARAN ..... . 

KECAMATAN ... 

No Nam.a/ Jabatan Harga Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Penerimaan TPP 

NIP/ Point Anggaran SAK.IP Laporan Kehadiran x 3 bulan 
Gal Jabatan Apel ; (4x5)+(4x6)+(4x7) 

(Rp) 
l 

+(4x8) 

1 2 3 4 5 6 7 I 8 I 9 
I 

I 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 

• 

PPH 

10 

Penerimaan Tanda 

bersih Tangan 

(Rp) 

(9-10) 

11 12 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



LAMPIRAN VI C 

PERATURA_ BUPATI NGANJUK 

NO MOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

DINAS .. /BADAN ... 

No Nama/NIP/Gol Jabatan Harga 

Point 

Jabatan 

(Rp) 

1 2 3 4 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPAL B IA HUKUM 

ELLY HMM 

Pembina ingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 

PENERIMMN TPP PNS KINERJA 

TRIBULAN ..... TAHUN ANGGARAN ..... . 

Kinerja Kinerja Kinerja Penerimaan TPP 

Anggaran Laporan Kehadiran x 3 bulan 

Apel 

(4x5)+(4x6~+(4x7) 

5 6 7 8 

I 
I 
l 
I 
I 
I 

• 

PPH 

9 

Penerimaan Tanda 

bersih Tangan 

(Rp) 

(8-9) 

10 11 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HTDHAVAT 



LAMPIRAN VII 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

PD 
BULAN 

No. EseJon Golongan 

1 2 
1. II a 
2. II b 
3. III a 

4. lllb 

5. IV a 

6. lvb 

7. Pelaksana 

8. Jumlah 

3 
IV 
IV 
IV 
Ill 
IV 
III 
IV 
Ill 
IV 
Ill 
IV 
III 
II 
I 

Mengetahui, 
Pengguna Anggaran 

ttd 
Nam.a Terang 

NIP 

REKAPITULASI PERHITUNGAN TPP PNS 

Penerimaan Kotor 
Jumlah Pegawai TPP PNS Behan 

Keria 
4 6 

Salinan sesuai de gan aslinya 
KEPA GI HUKUM 

HMM 
Tingkat I 

661107 199403 1 005 

TPP PNS 
Jurnlah 

Kineria 
7 8 

Nganjuk, .............. ........ . 
Bendahara Pengeluaran 

ttd 
Nam.a Terang 

NIP 

• 

PPh 21 Penerimaan Bersih 

9 10 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 



• 

• 

LAMPIRAN VIII 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 

NOMOR 8 TAHUN 2019 

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 
PEMERINTAHAN KABUPATEN NGANJUK 

SURAT PERNYATMN TANGGUNGJAWAB MUTLAK 

KOPSURATPERANGKATDAERAH 

SURAT PERNYATMN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa : 

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar penerimaan TPP Behan Ke1ja bulan 
......... tahun ....... Bagi OPD ............... telah dihitung dengan benar 

berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ..... tentang 

Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk. 

2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP tersebut, 

kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Rekening Kas Daerah 

Kabupaten Nganjuk. 

Tingkat I 

NIP. 19661107 199403 1 005 

Nganjuk, .................... . 

Pengguna Anggaran 

lld 

Nama terang 
NIP 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

,... 


